lebih aktif dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan angka kredit
seperti lebih aktif dalam membuat karya tulis ataupun analisis, sedangkan
untuk assessment dan uji kompetensi, sebaiknya pemeriksa lebih bersiap
dalam menghadapi kegiatan tersebut. pemeriksa juga harus berkelakuan
baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan target agar penilaian prestasi
kerja sesuaii dengan persyaratan dalam kenaikan jabatan.

BAB Il

PENUTUP

. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh dari penerapan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
terhadap pola kenaikan pangkat dan jabatan pemeriksa pada BPK
Perwakilan DIY adalah peraturan tersebut cenderung membuat pola
kenaikan pangkat pemeriksa menjadi menurun karena kenaikan
pangkat pemeriksa dapat diproses apabila pemeriksa telah memiliki
kenaikan jabatan yang disyaratkan sedangkan dalam kenaikan jabatan
tersebut, pemeriksa mengalami berbagai hambatan. Sebanyak 13
pemeriksa merasa syarat yang dipergunakan dalam proses kenaikan
pangkat dan jabatan tersebut cukup menyulitkan untuk didapat karena
adanya satu dan lain hal.

2. Hambatan yang dihadapi pemeriksa dalam proses kenaikan pangkat dan

jabatan setelah diberlakukannya Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 5

47



Tahun 2021 pada BPK Perwakilan DIY adalah dalam pelaksanaan
kenaikan pangkat dan jabatan tersebut, pemeriksa terkendala dalam
sertifikat jabatan. Berdasarkan hasil kuesioner, sertifikat jabatan
merupakan hambatan yang paling banyak dialami oleh pemeriksa
karena dalam mendapatkan sertifikat tersebut, pemeriksa harus melalui
berbagai persyaratan seperti rekomendasi, diklat, hingga lulus dalam
assessment. Selain sertifikat jabatan, pemeriksa juga terkendala dalam
pengumpulan angka kredit. Pemeriksa dianggap belum memenuhi
akumulasi angka kredit yang digunakan sebagai syarat dalam proses
kenaikan pangkat dan jabatan dikarenakan ada beberapa pemeriksa
yang kurang melakukan berbagai kegiatan karena timing yang kurang
pas dengan kegiatan pemeriksaan, namun ada juga pemeriksa yang
terkendala dalam kegiatan pemeriksaan dikarenakan belum
mendapatkan giliran karena tidak mendapat kesempatan yang sama
akibat jumlah pemeriksa yang terlalu banyak. Hambatan terakhir yang
dialami oleh pemeriksa yaitu pemeriksa yang tidak memenuhi syarat
penilaian SKP karena mendapatkan hukuman disiplin.

. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi pemeriksa dalam proses
kenaikan pangkat dan jabatan setelah diberlakukannya Peraturan
Sekjen BPK RI Nomor 5 Tahun 2021 pada BPK Perwakilan DIY yaitu
BPK Perwakilan DIY telah menugaskan pemeriksa muda menjadi
Ketua Tim maupun Ketua Sub Tim (Kasubtim). Pemeriksa pertama

juga diberikan kesempatan untuk menjadi kasubtim, sedangkan solusi
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untuk internal pemeriksa sendiri yaitu pemeriksa dituntut turut aktif
untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
pendapatan angka kredit serta lebih mempersiapkan diri untuk

menghadapi assessment dan uji kompetensi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran
yang bisa diberikan yaitu:

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan antara jabatan dan pangkat di dalam
lingkup pemeriksa BPK RI sehingga jabatan dan pangkat bukan
merupakan hal yang saling berkaitan.

2. BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya
memperhatikan jumlah pemeriksa yang ada. Hal ini dikarenakan terjadi
penumpukan jumlah pemeriksa di pangkat dan jabatan tertentu yang
mengakibatkan pemeriksa tidak mendapat kesempatan yang sama untuk
melaksanakan tugas jabatannya maupun tugas satu tingkat diatasnya
yang dapat mempengaruhi proses kenaikan pangkat dan jabatan.

3. Sebaiknya Biro SDM BPK Perwakilan DIY memiliki daftar calon
peserta diklat sehingga daftar calon peserta diklat tersebut lebih jelas dan
tidak menghambat kedua belah pihak baik dari Biro SDM sendiri
maupun dari pihak pemeriksa.

4. Pemeriksa juga harus turut aktif dalam melakukan berbagai kegiatan

yang berkaitan dengan angka kredit, salah satu contohnya yaitu lebih
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aktif dalam membuat karya tulis serta lebih mempersiapkan diri dalam
menghadapi berbagai uji kompetensi yang akan dipergunakan sebagai

kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan.
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